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EFEKTIVITAS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Revizal Ade Putra
Kata Kunci : Efektivitas Fungsi, Satpol PP Kampar, Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan ‘untuk mengetahui efektivitas fungsi satuan polisi
pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan: perlindungan masyarakat di
Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Indikator penilaiannya meliputi tugas,
kewajiban, dan wewenang. Tipe penelitian adalah metode survey yang bersifat
deskriptif. Dimana wawancara dan kuesioner menjadi alat pengumpulan data
primer. Populasi penelitian terdiri dari Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satpol PP Kampar, dan Personil atau Anggota Satpol PP Kampar, Petugas RTK,
GPPI Kampar, dan FKMKI| Kampar. Total sampel penelitian adalah 111 orang,
dimana satu orang adalah informan dan 110 orang adalah responden penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa efektivitas fungsi satuan
polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan
masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar adalah cukup efektif. Karena
dari tiga indikator fungsi, diketahui bahwa indikator tugas, kewajiban, dan
wewenang masih berkategori'cukup efektif. Dimana satpol PP Kabupaten Kampar
sudah menyelenggarakan tugasnya,-walaupun tugas membina dan membimbing
masyarakat terkait perlindungan masyarakat belum terselenggara sebagaimana
mestinya. Sementara pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat hanya pada
pengendalian, penindakan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tidak
semua satpol PP melaksanakan kewajibannya, karena tidak semua personil Satpol
PP Kampar mematuhi peraturan perundangan, norma agama maupun norma
sosial. Namun tidak semua personil Satpol PP Kampar melakukan kekerasan,
tetapi karena adanya sebagian yang melakukan kekerasan, citra Satpol PP menjadi
kurang baik bagi masyarakat. Sedangkan kewenangan masih kuranh terselenggara
sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui masih adanya perlawanan oleh
masyarakat dan kekerasan yang dilakukan Satpol PP sebagai langkah penindakan.
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THE EFFECTIVENESS OF THE FUNCTION OF THE PAMONG PRAJA
POLICE UNIT IN IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF
COMMUNITY PROTECTION IN BANGKINANG CITY,
KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

Revizal Ade Putra

Keywords :~.Function Effectiveness, Pamong Praja Police Unit of Kampar,
Community Protection

This study aims to determine the effectiveness of the function of the civil
service police unit in improving the implementation of community protection in
Bangkinang City, Kampar Regency. The assessment indicators include duties,
obligations, and authorities. This type of research is a descriptive survey method.
Where interviews and questionnaires become primary data collection tools. The
research population consisted of the Head of the Community Protection Division
of the Kampar PP Satpol, and personnel or members.of.the Kampar Satpol PP,
RTK, Kampar GPPI, and Kampar FKMKI officers. The total sample of the study
was 111 people, where one person was an informant and 110 people were
research respondents. The data analysis technique used is descriptive statistical
method. Based on the results of the study, it was concluded that the effectiveness
of the function of the civil service police unit in improving the implementation of
community protection in Bangkinang City, Kampar Regency is quite effective.
Because of the three function indicators, it is known that the indicators of duty,
obligation, and authority are still quite effective. Where the Kampar Regency
Satpol PP has carried out its duties, although the task of fostering and guiding the
community regarding community protection has not been carried out properly.
Meanwhile, the implementation of the task of protecting the community is only in
controlling, taking action, and socializing to the community. Then not all Satpol
PP carry out their obligations, because not all Satpol PP personnel comply with
laws and regulations, religious nerms and social norms. However, not all of the
Kampar Satpol PP personnel are violent, but because there are some who commit
violence, the Satpol PP image is not good for the community. Meanwhile, the
authority is still not implemented properly. It is known that there is still resistance
by the community and violence carried out by Satpol PP as an action step.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi.-Pamong Praja (satpol PP) berdasarkan pasal 3 PP Nomor 6
tahun 2010 tentang Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang
penegakan perda, ketertiban”umum, dan ketentraman masyarakat. Satpol PP
dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam konteks itu,
penertiban yang dilakukanoleh Satpol PP merupakan salah satu kegiatan rutin
untuk mengatur tata ruang kota yang mulai tidak menentu karena adanya sejumlah
penggunaan fasilitas umum untuk. kepentingan.pribadi. Kegiatan penertiban ini
sampai menyita perhatian media karena tidak jarang dari aktivitas penertiban
tersebut melahirkan sejumlah‘benturan-benturan fisik antara Satpol PP dan pihak
yang ditertibkan. Berbagai kasus bentrokan Satpol PP dengan pihak-pihak yang
dinilai mengganggu ketertiban umum sering terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam Bab 1 Ayat 1 mengenai ketentuan
umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol
PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda)
dan penyelenggara ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat. Polisi Pamong
Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam
penegakan perda dan penyelenggara ketertiban Umum dan ketentraman

Masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1



Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsinya

adalah:

Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan“ketentraman Masyarakat,
disetiap Provinsi dan.Kabupaten atau Kota dibentuk Satpol PP.
Pembentukan . organisasi  Satpol PP ditetapkan . dengan Perda
berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan
Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP digimpin oleh seorang kepala.satuan dan berkedudukan di
bawah dan~ bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa Satpol PP untuk membantu

pemerintah daerah dalam menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP adalah kewenangan untuk

mengaturnya. Oleh karena ituy.lebih lanjut.mengenai Satpol PP diatur dalam

Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, bahwa Susunan Organisasi Satuan

Polisi Pamong Praja terdiri atas:

a.
b.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah; dan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama;

2. Seksi Kewaspadaan Dini; dan

3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Bidang Operasi, terdiri atas:



e.

f

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengendalian
Masyarakat;

2. Seksi Pengamanan Aset; dan

3. Seksi Intelijen

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:

1. Seksi.Hubungan Antar Lembaga;

2. Seksi Penegakan dan Pengawasan; dan

3. Seksi Tindak Internal.

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan;

2. Seksi Tindak Reaksi Cepat;/dan

3. = Seksi Pengerahan dan Pengendalian:

Struktur organisasi tersebut sudah disusun sedemikian rupa untuk

mendukung fungsi dan tata kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Namun berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, dapat dikatakan

bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP yang sistematis tersebut adalah kurang efektif.

Dengan kata lain, pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat olen Satpol PP

masih kurang efektif.

Menurut Handoko (2003:54), bahwa:

“Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau
peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun pentingnya peranan penggunaan efektivitas adalah sebagai

berikut:

1. Dengan efektivitas Kinerja pegawal dapat memastikan pemahaman
para pelaksana kerja dalam menyelesatkan tugasnya, guna pencapaian
kerja yang lebih efektif dan efisien.

2. Mempermudah segala pencapaian tugas sesuai rencana kerja yang
disepakati dan ditetapkan sebelumnya.

3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai dan
membandingkannya dengan renca kerja serta melakukan tindakan
kerja yang lebih baik dan tepat dalam efesiensi kerja.

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi
pelaksanaan tugas yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran
Kinerja.

5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka

upaya memperbaiki kinerja dalam organisasi.”



Diketahui bahwa efektivitas memiliki peranan penting agar tujuan
organisasi yang ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Tugas yang
diselenggarakan dengan efektif tentunya menunjukkan efektivitas yang baik, dan
tentunya menunjukkan “optimalnya penyelenggaraan kerja suatu organisasi,
termasuk organisasi Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong.Praja’(Satpol PR),Kabupaten Kampar adalah Satpol
PP yang bertugas di wilayah Kabupaten Kampar. Satpol PP Kabupaten Kampar
bertempat di-Kota Bangkinang. Fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar sama
dengan Satpol PP daerah lainnya. Disebutkan bahwa fungsi Satpol PP Kabupaten
Kampar adalah:

1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah,
penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat

2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah

3) Pelaksanaan kebijakan' penyelenggaraan Kketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah

4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah

5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan
kepala™ daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya

6) Pengawasan terhadap. masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
(Sumber: https://satpolpp.kamparkab.go.id)

Jika ditinjau kembali struktur organisasi Satpol PP, maka fungsi

penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk tugas Bidang Pembinaan
Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut

terdapat dalam Pasal 23, bahwa Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada


https://satpolpp.kamparkab.go.id/

Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan, Seksi Tindak Reaksi Cepat, dan Seksi
Pengerahan dan pengendalian pada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan
Masyarakat.

Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan bagian dari tugas
Satpol PP, yaitu Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat. Namun,
kenyataannya perlindungan masyarakat betumiefektif atau terlaksana sebagaimana
mestinya. Lebih lanjut dalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Gubernur Riau Nomor
90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, bahwa dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Namun yang terjadi adalah masih kurang efektifnya pelaksanaan tugas
perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Kampar, terutama ketika
terjadi peristiwa orasi terkait Pemerintah. Kondisi tersebut diketahui dari beberapa
fenomena berikut.

1) Pengendalian unjuk rasa dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan
terabaikannya ketentraman dan ketertiban umum, karena terjadi kerusuhan
secara meluas. Hal tersebut diketahui dari pemberitaan media nasional
berikut:

Aksi kebrutalan anggota Satpol PP Kabupaten Kampar, Riau terekam
kamera. Video tersebut beredar luas di media sosial hingga viral dan
menuai banyak kecaman warganet. Mereka secara beringas memukuli
demonstran yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
bupati. Berdasarkan informasi yang beredar di medsos, insiden kekerasan
ini bermula saat puluhan tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan

aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar melakukan
unjuk rasa di kantor Bupati Kampar. Namun, unjuk rasa tersebut justru



2)

3)

4)

berujung ricuh. Akibatnya, sebanyak dua demonstran dilarikan ke Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Senin 16 Juli 2018 sore akibat
mengalami penganiayaan (Sumber: okezone.com)

Melalui kutipan sumber lain juga disebutkan bahwa:

Anggota Satpol PP Kampar melakukan-pemukulan.dan menendang para
demonstran, yang sebagian besar adalah perempuan, merupakan tenaga
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang ada di desa-desa, program dari
kementrian kesehatan. RTK ini melakukan demo karena sudah beberapa
bulan tidak menerima,honer: dan smenuntut agar Pemkab Kampar
membayar honor,‘mereka. Dalam aksi damai ,itu, RTK didukung aktivis
Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar dan Forum
Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia (FKMKI).-Mereka, anggota
Satpol PP itu terlalu arogan, mereka mendorong dan memukul pedemo
perempuan. Untuk itu FJPI Riau mengecam dan meminta Bupati Kampar
agar memecat Kakan dan anak buahnya yang anarkis,” tegas Ketua FJPI
Riau, Luzi Diamanda (Sumber: acehnews.net)

Tidak ‘ada anggota Satpol PP yang ditindak sesuai hukum akibat
melakukan kekerasan kepada masyarakat. Hal tersebut diketahui dari
bantahan Kepala Satpol PP terkait kekerasan yang dilakukan oleh
anggotanya.

Kepala Satpol PP Kampar membantah anak buahnya melakukan aksi
kekerasan terhadap demonstran di depan kantor Bupati. Menurutnya
Satpol PP hanya menghalangi massa yang hendak memasang spanduk di
depan kantor Bupati (Sumber: medcom.id)

Satuan Perlindungan Masyarakat tidak diturunkan dalam kegiatan unjuk
rasa, padahal kegiatan unjuk rasa berpotensi menimbulkan kerusuhan
karena terkait dengan aspirasi orang banyak yang tidak terpenuhi. Hal
tersebut diketahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh anggota Satpol
PP kepada masyarakat.

Terindikasi masih kurang optimalnya penyelenggaraan perlindungan

masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar oleh Satpol PP



Kabupaten Kampar. Karena masih terjadi kekerasan kepada masyarakat
dan tidak adanya penindakan terhadap oknum Satpol PP yang melakukan
kekerasan.

Melalui _fenomena penelitian, maka tata kerja. Satpol PP belum
terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena terdapat pelanggaran terhadap
kewajibannya. Walaupun _yang|7diselenggarakan oleh Satpol PP adalah
kewenangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 poin (b) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, bahwa “Menindak warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.” Namun Pasal 8 dalam peraturan tersebut disebutkan
bahwa “Dalam-melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja.wajib menjunjung
tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya
yang hidup dan berkembang-di masyarakat.”

Lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kampar telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9
Tahun 2013. Dimana penanganan unjuk rasa dilakukan dengan cara isolasi
berikut:

(1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak

Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton

(2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan

(3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam formasi yang telah
ditetapkan

Negosiasi dan penanganannya adalah:

(1) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan
negosiasi dengan pengunjuk rasa melalui pertemuan terbatas
(perwakilan) dengan ketentuan sudah ada kesediaan pejabat
Pemerintah Daerah yang membidangi permasalahan untuk menerima

dan menampung aspirasi dari pengunjuk rasa
(2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa
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(3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

Melihat masih adanya ketentuan yang dilanggar oleh Satpol PP berupa

tidak menunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan tindakan paksa

Untuk mengetahui efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja
dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota

Bangkinang Kabupaten Kampar.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

Yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut

ebagai  bahan

2 Bangkinang
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Jan terbatas

akhluk sosial

XNz

an menuntut

Ny

dan prasarana
ng maksimal.
erjasama, maka

atan kerja sama

VARG

istrasi dan akan

keseluruhan proses aktifita sejumlah manusia di dalam organisasi
untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.
Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Syafiie 2006;14), bahwa
administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerja
pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai

tujuan tertentu.

10
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Menurut Hodgkinson dalam Kusdi (2011;7), bahwa administrasi
adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan,

masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi. Menurut

pada u jilakukan oleh dua orang a ata 2bih untuk mencapai
tujuan

(2005;2) te penti aka e asarkan masing-

masing F

prosesyang umum ada pada Setiap usaha kelompok-kelompok, baik
pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran
besar maupun kecil. Menurut Nawawi (dalam Syafiie 2003;5) Administrasi
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha

kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah

ditetapkan sebelumnya.



N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

12

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas,
sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana

yang sering Kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha, secara lengkap unsur-

tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya,
administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk
kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah
organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi

didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai secara efektif dan

efisien.
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Menurut Millet (dalam siagian 2006;51) organisasi adalah sebagai
kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan

untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Menurut Simon (dalam siagian

ganisasi adalah
ganisasi  untuk

Sutarto (dalam

pada suatu sistem administrasi.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan
fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk
menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik
adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan

oleh siagian (2003;97) antara berikut:
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1. Terdapat tujuan yang jelas.

2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam

organisasi.

apkan sebagai acuan dalam
menjalankan setiap kegiatan kegiatan didalam organisasi. Sehingga organisasi
dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan.
Kemudian menurut Dunsire (dalam kusdi 2011;5) Organisasi adalah suatu
sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan
terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan

seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya
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alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka

memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya

dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam

tepatnya

5. Kesatuan komando atau hirarki

6. Komunikasi

7. Kewajiban pemimpin untuk mengadakan pengecekan terhadap
pelaksana perintah-perintahnya

8. Komunitas



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

16

9. Saling asuh antar instansi lini dan staff

10. Koordinasi

11. Kehayatan

tempat ; rasi d SI dan tugasnya.
Administra : k a S ':' nelak akal setiap bentuk

kegiatan atau aktivit nisasi. ":'__ ; trasi didalam sebuah

organisa : : jas dan fungsi

didalam

strategi tersebut terdap anajemen, dimana manajemen
merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan
mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain
untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

Menurut ~ Zulkifli  (2009;40) fokus studi manajemen adalah

menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai
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bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang

manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi. Menurut Fayol

(dalam siagian 2003;84) mengatakan bahwa fungsi Administrasi dan

dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran
yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan yang
lainnya.

Menurut Millet (dalam Syafiie 2006;49) Manajemen adalah proses
kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi

dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
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Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas (2009;13) man, money, Methods,
Material, Machines, Markets. Namun pada unsur Men (manusia) ini

merupakan unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena

«Q
QD
S
@
QD
2]

)
S

«Q

g mempelajari

A LU

a. Tanpa sumber
daya mant ainn tidak bermanfaat
dalam mencapa - 3jemen sumber daya
manusia sebaga kan organisasi dengan

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah
proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang
bersumber dari manusia. Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber
Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat.
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Menurut Mangkunegara (2011;2) Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah merupakan perencanaan, perngorganisasian, pengkoordinasian,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian

2. Seleksi

w

Pengembangan

4. Pemeliharaan

o

Penggunaan
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Selain itu peran MSDM juga dikemukakan oleh Hasibuan (2000;14),
MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup

masalah-masalah sebagai berikut :

karyawan

2 right man in

promosi dan

1 manusia pada

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal.
10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pasangonnya.
Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan
proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. Ini

berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk
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mencapai tujuan. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan manajemen
sumber daya manusia adalah merupakan proses penggunaan sumber daya

manusia untuk mencapai suatu tujuan, baik individu maupun organisasi yang

efekti ” gkan masalah

pengg abila efisiensi

dikaitka atan efektivitas

b L LY

belom

tawa
5

Menurut Sumardi (2005;105), efektivitas pada dasarnya adalah tingkat
pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Menurut
Fathoni (2006;29), mengatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya,

dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan
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mutu tertentu, tepat pada waktunya. Berarti efektivitas sebagai orientasi kerja
menyoroti empat hal yaitu :

1. Sumber daya, dana sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah

dapat berhasil
ielah ditentukan

ivitas pegawali,

. Umpan balik bagi satuan kerja yang mengelolah sumber daya manusia
dalam organisasi.
Siagian (2002;169) kemudian menambahkan bahwa ada tujuh elemen
kunci dalam suatu sistem penilaian efektivitas yaitu :
1. Sasaran penilaian adalah kinerja para pegawai sehingga diperoleh

informasi akurat tentang kinerja tersebut.
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2. Standar efisiensi kinerja digunakan sebagai alat ukur.
3. Alat pengukuran efisiensi Kkinerja ciri-cirinya adalah mudah

digunakan, dapat dipercaya, menunjukkan perilaku yang Kkriterial,

sifatnya siklikal,

aryaan seseorang

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat
pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang
diembankan suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan

negative dari suatu kebijakan operasional yang diambil.
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2. Stabilitas Organisasi
Merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat,

tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga

an ebagai satu kesatuan
S L SESEEN N :
masals I, da "ﬁ lim kinerja
" 4

individu dan kelompok lain dalam organisasi yang sama. Ketiga,
organisasi harus dapat mengadaptasikan praktik perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta kebijakan untuk
menjawab perubahan yang ada.

Dari pengertian di atas tersebut terlihat bahwa perangkat daerah

merupakan seorang masyarakat atau dengan kata lain atau disebut juga
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sebagai administrator yaitu seorang yang memimpin penyelenggaraan sesuatu

kerja sama dan tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan yang dicita-

citakan.

' gan yang tidak
sdi (2009;94),
erbagai sasaran

tapkan, dimana

SRACRng

kan konstituen

atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
efektifitas kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar
sehingga pencapain tujuan perusahaan berjalan dengan yang telah

direncanakan.
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Beberapa indikator efektivitas kerja menurut Hasibuan (2003;105)

yaitu:

a. Kuantitas kerja

y. dihasilkan dibawah

kerja dan

leh karyawan
Jan keterkaitan

erjaan  didalam

a yang disesuaikan

tepat pada waktu

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
d) Perencanaan yang matang

e) Penyusunan program yang tepat

f) Tersedianya saarna dan prasarana



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

27

g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

7. Fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang

an Perda dan
aman masyarakat

perlindungan

6) Mengendalikan permasalah terkait perlindungan masyarakat.

b. Kewajiban/Tanggung Jawab

Kewajiban Satpol PP Kabupaten Kampar adalah:

1) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi
manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di

masyarakat;
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2) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong

praja;

3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

5) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

Wewenang

Kewenangan Satpol PP Kabupaten Kampar adalah:
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1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran

dan ketenteraman masyarakat

2) Menindak aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat

3) Menindak badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat.
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B. Kerangka Pikir
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dari administrasi dan diakhiri

dengan hasil penelitian, apakah efektif, cukup efektif, atau kurang efektif. Lebih

jelasnya menge
berikut:
Gambar

ta

Tugas:

1. Membantu
urusan perlin a
masyarakat

2. lkut merumuska
kebijakan terkait
perlindungan masyara

3. Melaksanakan kebijakan
perlindungan masyarakat

4. Mengkoordinasikan urusan
terkait perlindungan

5. Membina dan
membimbing terkait
perlindungan masyarakat

6. Mengendalikan
permasalahan terkait
perlindungan masyarakat

dala

' ?\?ﬁms %‘5”)3&49‘;(

| e T

masyarakat 5.

ajiban:
junj
i
H
njunj rma
ng hidup
a bang di
masyarakat

Membantu menyelesaikan
perselisihan warga
masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat

at dilihat sebagai

n Pamong Praja
Masyarakat

_______________________

enang:
Menindak warga
masyarakat yang
mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat
Menindak aparatur yang
mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat
Menindak badan hukum

' yang mengganggu

ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat

1. Efektif
2. Cukup Efektif
3. Kurang Efektif

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021
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C. Hipotesis
Dalam proses penelitian ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: Diduga

tingkat efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan

ini tentang
Meningkatkan
Penyelenggaraa ' Mas a Bangkinang Kabupaten

Kampar, ka  pe rlu  me "__ perasi dengan

keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsinya

4. Tugas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan pokok yang
harus dilaksanakan satuan polisi pamong praja, yaitu tugas terkait
membantu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perlindungan

masyarakat
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5. Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban

yang harus dilaksnakan oleh satuan polisi pamong praja tanpa kecuali,

yaitu wajib dalam menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak

an_perselisinan warga
dan kuasa
SU ‘u dakan, yaitu

hukum yang

Al

tankaky
?

masyarakat, serta melakukan
koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam rangka
perlindungan masyarakat, dan juga melakukan pembinaan, maupaun
bimbingan bagi masyarakat, serta melakukan pengendalian sesuatu hal

agar terciptanya perlindungan masyarakat.

. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan

norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
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Maksudnya adalah setiap personil satpol PP wajib menjalankan atau
mematuhi berbagai aturan, baik itu peraturan perundang-undangan, hukum

agama yang diakui di Indonesia, peraturan atau undang-undang terkait hak

10. b elesai i ar akat yang dapat

ja di wilayah
ampar dengan

a agama, hak

LY

11.

A
:
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Kabupaten Kampar berwenang untuk menertibkan segala bentuk gangguan
atau ketidak tertiban oleh siapapun di wilayah kerjanya.

12. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah rumah yang difungsikan untuk
menampung ibu hamil yang akan melahirkan beserta keluarganya dengan
langsung diawasi petugas/tenaga bidan yang ditugaskan. Fasilitas RTK

adalah tempat tidur, dapur, dan tempat mandi/cuci dimana ibu-ibu yang
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akan melahirkan dapat tinggal sampai persalinannya selesai. RTK

bertujuan untuk menakan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Sasaran RTK adalah masyarakat tidak mampu (miskin).

13. : . atrioti ne adalah organisasi

bagi pemuda

i adalah GPPI

ARaNay

14. KMKI) adalah
al dari daerah

au persaudaraan,

W2 EE

at Kampar untuk

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan
(pengambaran) dari suatu variabel penelitian tentang efektivitas fungsi satuan
polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan
masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Lebih jelasnya sebagai

berikut.
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Tabel 11.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Fungsi Satuan

Polisi

Pamong Praja dalam Meningkatkan

Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Efektivitas

manajem
dalam
mencapai
tujuan.
Hasibuan
(2003: 105) |

Konsep Variabel Indikator Item Penilaian Pengukuran
1 Z 4 5
! a. Efektif

b. Cukup Efektif
c. Kurang Efektif

Menjunjung tinggi
norma agama
Menjunjung tinggi
hak asasi manusia
(HAM)
Menjunjung tinggi
norma sosial lainnya
yang hidup dan
berkembang di
masyarakat
Membantu
menyelesaikan
perselisihan warga
masyarakat yang

a. Efektif
b. Cukup Efektif
c. Kurang Efektif
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Konsep Variabel Indikator Item Penilaian Pengukuran
1 2 3 4 5
dapat mengganggu
ketertiban umum
dan ketenteraman
a. Efektif

Efektif

Cukup Efektif

b. Cukup Efektif
c. Kurang Efektif

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

ong Praja dalam Meningkatkan

Kota

Bangkinang Kabupaten Kampar dikatakan efektif bila

berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Kota
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Bangkinang Kabupaten Kampar dikatakan cukup efektif

bila berada pada interval rata-rata 34%-66%.

. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan
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METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Satuan Polisi
dari itu untuk
lis melakukan
dengan cara dan analisa agar

dapat diteliti dengan masalah

Lokasi penelitian ini bera paten Kampar, yaitu di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja kota Bangkinang Kabupaten Kampar yang beralamat dijalan
Jendra Sudirman Bangkinang, di sekre GPPI, FKMKI, dan di RTK Kampar.
Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karna organisasi ini merupakan yang
berperan dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota

Bangkinang Kabupaten Kampar, dan terkait dengan orang-orang yang ditindak

oleh Satpol PP Kampar.

38
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiono (2017:80) adalah wilayah generalisasi atas

Kampar. Dimana Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar
dijadikan informan penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah

sebagai berikut:
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Tabel 111.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No. Sub Populasi Populasi | Sampel | Persentase

1 | Anggota Satuan Polisi Pamong 283 28 10%
Praja

10%

L\ et

=
[—

Sumbe

D. Teknik
Unt

pengambil

b L L (Y

1. Untuk Kepala 3 - JKinang Kabupaten

Kampa

2. Untuk ang te SPP1 Kampar, dan
dianggap relevan atau sesua dan kemampuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu:
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1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber data

adalah responden yang dijadikan sampel, serta pihak-pihak terkait yang

ansi terkait,

serta hasil

’ @ n permasalahan yang ada,
teknik ini berdasarka ‘ : erikan informasi yang berkompeten
karena langsung diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya.

2. Kuisioner yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan disediakan
jawaban serta penulis meminta penjelasan dari setiap jawaban yang ada.

3. Dokumentasi yaitu merupakan cara mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan

teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
deskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa dengan cara
mendeskripsikan. atau menggambarkan data.yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tampa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi (Sugiono, 2017:147).

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian dengan menggunakan
teknik-teknik pengumpulan data, data yang diperoleh kemudian dikelompokkan
dan diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian diolah menggunkan
analisis univariate, yaitu seluruh hasil panalitian dikumpulkan, kemudian
ditabulasi kedalam bentuk table frekuensi, kemudian hasilnya dikaitkan dengan

teori yang terdapat pada kepustakaan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2:  Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

No Jenis Bulan dan Minggu Ke
Kegiatan Februari Maret Okt. Nov. Des.
112(3/4]1(23/4/1{2/3/4|1/2|3|4/1|2|3|4

1 | Penyusunan

UP
2 | Seminar UP
3 | Revisi UP
4 | Revisi

Kuisioner
5 | Rekomendasi

Survey
6 | Survey

Lapangan
7 | Analisis Data
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PeneHUan

psi s

sgﬁﬂﬁﬁﬂﬂzzh

2 7 xl‘/fr |

No Jenis Bulan dan Minggu Ke
Kegiatan Februari Maret Okt. Nov. Des.
1/2/3|4 2|3 2|3 21314
8 | Laporan
Hasil
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A. Kabupaten Kamp

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bupati Kampar

untuk mengisi

ahan kedaulatan

ensi Meja Bundar.

seluruh persyaratan untu ari kelahiran Kabupaten Kampar.

Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50

tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri (Kominfo Kabupaten Kampar, 2017)

Semenjak Tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar

telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang

sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

44
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1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Kominfo Kabupaten

Kampar, 2017)

itetapkan sebagai hari

‘o
2

ﬂ )leh Gubernur

an Peraturan

ahun 1999

pts.06/11/1999

baran Daerah

Lintang Utara dan 00027°00” Lintang Selatan dan antara 100028°30” —
101014°30” Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis
khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Kampar
berbatasan sebelah:

a) Utara dengan wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak

b) Selatan dengan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi
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c) Barat dengan wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi
Sumatera Barat

d) Timur dengan wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kampar, yaitu: (1)

m'&\“‘ .&@ ‘ i )

Kampar Utara;

ulu; dan (21)

terkecil ada di Kecamatan Rumbio Jaya (76,92 km?) dan diikuti oleh
Kecamatan Kampar Utara (79,84 km?). Total luas wilayah Kabupaten
Kampar adalah 11.289,28 km?.

Kecamatan tertinggi di Kabupaten Kampar ada di wilayah

Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu 100 meter di atas permukaan laut

(mdpl). Wilayah kecamatan terendah di Kabupaten Kampar ada di
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wilayah Kecamatan Tambang, yakni 26 mdpl. Rata-rata tinggi wilayah

yang ada di Kabupaten Kampar adalah 40 mdpl. Dimana wilayah

kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Kampar

No.

Jumlah

Lajur Pertumbuhan

Tengah

Penduduk | Penduduk Tahun
2010 — 2020

1 2 3 4

1 | Kecamatan Kampar Kiri 32.583 2,14%
2 | Kecamatan Kampar Kiri Hulu 10.972 0,39%
3 | Kecamatan Kampar Kiri Hilir 12.593 2,17%
4 | Kecamatan Gunung Sahilan 20.384 1,69%
5 | Kecamatan Kampar Kiri 27.470 1,48%
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No. Kecamatan Jumlah | Lajur Pertumbuhan
Penduduk | Penduduk Tahun
2010 — 2020
1 2 3 4
6 | Kecamatan XIII Koto Kampar 23.535 1,03%

1,66%

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Kampar

dalam sepuluh tahun (2010 — 2020) ada di Kecamatan Tambang, yakni

6,30%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendahnya ada di

Kecamatan Tapung Hulu, dan diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar

dalam kurun waktu sepuluh tahun (2010 — 2020) adalah 1,85%. Dimana
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rata-rata kepadatan penduduknya hanya 75 orang dalam per-kilometer
persegi.

Jika ditinjau dari jenis kelamin, terdapat 431.295 orang berjenis

1. Profil Satpol PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada Tanggal 3
Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan
pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan

pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi

Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan
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kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen
Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai

dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta

“m‘.“ ey

olisi Pamong

Kabupaten

»

_\Y;\ :

\%\.\ﬁ\\‘

- -‘:."‘5
o
o
=1
3
(@)
&
=
8

2010 tentang
Polisi Pamong

Daerah dan

berda

Polisi |

=
—
2
Q
@,
w
2
c
S
=]
e
=3
@

daerah, penyelenggaraan Kketertiban umumdan Kketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat

b) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah

c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan

ketentraman masyarakat di daerah



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

51

d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah

e) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan
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EEPALA SATUAMN

Pembina Tk. | [Tv/b

HURBIT, S0P, MH
MIP. 19621331 1985121 (M8

LAMPIRAN 2000
PERATURAH DAERAH KAEB.
HAMIFAR

MOFROR &0 TAHUN 2098

SUR BASIAK LML, FEFRGARALAR,
FEUAKGAM DAM ASET

NI, TRE2217 199100 1052
PRMATA TH 1K)

SUB BASIAN SARANA DAH

NF. 198%1Z14 200701 1099
PEHATS L)

HIF. 19247230 153923 1 205
PEMATA TE | (L)

SEKSI TEWHIS FUMNGSIOMAL DAM
PEMYULLMAN

MIP. 18421231 19503 1 082
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PERATA MUDA Tk | (LY

sasi Satpol PP Kabupaten Kampar

BUPAT] KAMPAR
tid
CATUR SUGENG SUBANTD,
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

ioner penelitian

oleh responde @‘ en Kampar,

maupaun ﬁp par, dan FKMKI
r

Kampar adalah 110 orang.

par) o g

Melalui p -ﬂ’ penelitian ini

AR

kelamin adalah

LT

Persentase

77,27%
22,73%
100%

Sumber: Data Olahan Pene

Sebagian besar responden penelitian ini berjenis kelamin laki-laki,
yaitu 85 orang atau 77,27% dari total responden penelitian. Sedangkan
responden penelitian yang berjenis kelamin perempuan adalah 25 orang
atau 22,73% dari total responden. Dimana total responden penelitian ini

adalah 110 orang.

53
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2. Usia
Usia responden terdistribusi pada semua kategori usia yang

ditetapkan dalam kuesioner penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pendidikan terakhir responden penelitian ini hanya pada dua

jenjang pendidikan, yaitu pendidikan tinggi dan SMA. Lebih jelasnya

sebagai berikut.
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Tabel V.3: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.

Pendidikan Terakhir

Jumlah

Persentase

Pasca Sarjana (82/83)

B. Efektivitas Fungsi Satuan P 3
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di

Kabupaten Kampar

17,27%

ong Praja dalam Meningkatkan

Kota Bangkinang

Efektivitas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam

meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilihat dari tiga

indikator, yaitu tugas, tanggung jawa (kewajiban), dan wewenangnya. Jika ketiga

indikator tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar sebagaimana

mestinya, maka dapat dikatakan fungsi Satpol PP Kampar dalam meningkatkan
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penyelenggaraan perlindungan masyarakat sudah efektif. Melalui hasil temuan
penelitian ini, diperoleh bahwa:

1. Tugas

DE

SRALRANALY

N
R s

> Kampar terkait
g Praja dalam
jan Masyarakat di
ar_Dintinjau dari Aspek

No. Jumlah
1

1 = 2 28
pelaksanaan urusa (75,00%) | (7,14%) | (100%)
perlindungan
masyarakat

2 | Ikut dalam merumuskan 3 18 7 28
kebijakan perlindungan | (10,71%) | (64,29%) | (25,00%) | (100%)
masyarakat

3 | Selalu melaksanakan 5 20 3 28
kebijakan perlindungan | (17,86%) | (71,43%) | (10,71%) | (100%)
masyarakat dengan
benar

4 | Selalu berkoordinasi 3 20 5 28
dalam melaksanakan (10,71%) | (71,43%) | (17,86%) | (100%)
tugas perlindungan
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kategori cukup efektif. Kemudia

No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
masyarakat
5 | Ikut membina dan 2 21 5 28
membimbing (7,14%) (17,86%) | (100%)

28
(100%)

hasil jawaban kuesioner penelitian oleh

masyarakat yang terdiri dari perwakilan RTK, GPPI Kampar, dan FKMKI

Kampar, diperoleh bahwa:
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Tabel V.5: Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan
Penyelenggaraan  Perlindungan Masyarakat di  Kota
Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Tugas

Jumlah

82
(100%)

82
(100%)

82
(100%)

&
&
d
=]
&

82
(100%)

L U

82
(100%)

82

(2,44%) | (100%)

perlindungan
masyarakat
Jumlah 28 392 72
Skor 84 784 72 940
Persentase 63,69%
Kategori Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Melalui Tabel V.5 tersebut, bahwa skor tertinggi diperoleh oleh

jawaban skor dua, dan terendah oleh skor jawaban satu. Dengan demikian
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sebagian besar responden menyatakan tugas Saptol PP Kabupaten Kampar
cukup terselenggara. Dimana skor untuk jawaban tiga adalah 28, skor
untuk jawaban dua adalah 784, skor jawaban satu adalah 72, dan diperoleh
jumlah skor sebesar 940, dimana skor-maksimal untuk aspek tugas pada
kuesioner masyarakat adalah 1.476. Sehingga diperoleh persentase sebesar
63,69% atau cukup efekiif.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian  tersebut, diperoleh
kesimpulan bahwa efektivitas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam
meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di  Kota
Bangkinang Kabupaten Kampar dintinjau dari aspek tugas adalah cukup
efektif. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian.mengenai keenam
aspek terkait tugas tersebut dengan Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat Satpol PP,Kabupaten Kampar, diperoleh bahwa:

Melaksanakannya sesuai tugas dan kewenangan kami, karena

urusan yang diselenggarakan itu kan tidak hanya masalah

perlindungan, kalau perlindungan ya sesuai tugas dan kewenangan

Satpol PP dalam hal perlindungan masyarakat. Ikut terlibat dalam

membuat aturan atau perka bersama kepala Satpol PP Kampar.

Banyak hal, selain penertiban bisa juga memberikan sosialisasi,

dan membantu masyarakat.dalam hal perlindungan. Koordinasi

paling dengan pihak kepolisian, pemerintah setempat, dan RT/RW.

Bentuk pembinaan paling pengarahan dan sosialisasi.

Pengendalian paling penertiban, penindakan sesuai aturan, dan

perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan (Hasil

Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)

Disebutkan bahwa cara-cara Satpol PP dalam membantu
melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dilakukan sesuai tugas dan

kewenangannya. Cara Satpol PP ikut dalam merumuskan kebijakan terkait

perlindungan masyarakat yaitu dengan terlibat ketika membuat aturan
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perka terkait perlindungan masyarakat. Banyak hal yang dilaksanakan

Satpol PP terkait perlindungan masyarakat, seperti penertiban, sosialisasi,

dan membantu masyarakat dalam perlindungan keamanan.

dalam

dengan

PP Kampar juga
melaksanakan perlindungan masyarakat, memberikan bimbingan atau
pembinaan terkait perlindungan masyarakat, dan melakukan pengendalian
terkait perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diperoleh bahwa Satpol PP
Kabupaten Kampar ada melaksanakan tugas perlindungan masyarakat

seperti kemanaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tertentu.
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Sedangkan mengenai pembinaan hanya diberikan kepada masyarakat
terjaring pekat (penyakit masyarakat), bukan untuk perlindungan

masyarakat.

observasi penelitian,

\‘Q“ .@a ‘ npar -suéah

perlindungan
a hukum; (2)

ak asasi manusia

ketenteraman masyarakat. Melalui hasil kuesioner penelitian oleh Personil

Satpol PP Kampar terkait aspek-aspek tersebut, diketahui hasilnya seperti

tabel berikut.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

62

Tabel V.6: Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP terkait
Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di
Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek

Kewajiban
Jumlah
28
(100%)
28
(100%)
28
(100%)
28
(100%)
28
(100%)
28
(100%)
sosial yang ada
wilayah kerjanya
7 | Ikut menyelesaikan 18 10 - 28
dengan baik (64,29%) | (35,71%) (100%)
perselisihan warga
masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

63

No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
8 | Ikut menindak dengan 19 9 - 28
baik keributan atau (67,86%) | (32,14%) (100%)
keramaian yang dapat

wreplp

awaban dua hanya 164, dan

oleh skor jawabs Q a ““‘* -

diperoleh jumlah skor mal untuk aspek kewajiban adalah
672, sehingga diperoleh persentase sebesar 87,80% atau dengan kategori
efektif. Sedangkan menurut masyarakat Kabupaten Kampar, diperoleh

hasilnya sebagai berikut.
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Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan
Penyelenggaraan  Perlindungan Masyarakat di  Kota
Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek
Kewajiban

Jumlah
82
(100%)
82
(100%)
82
(100%)
82
(100%)
Personil Satpol PP 13 69 82
selalu mendengarkan
atau menghargai
pendapat orang lain
6 | Personil Satpol PP - 49 33 82
Kabupaten Kampar (70,59%) | (23,53%)
0,
selalu taat terhadap (100%)
norma/peraturan sosial
yang ada di wilayah
kerjanya




N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

65

No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
7 | Personil Satpol PP - 49 33 82
Kabupaten Kampar (82,35%) | (14,71%) | (100%)
selalu menyelesaikan

82
(100%)

956

jawaban skor dua (kurang terselenggara) dan jawaban skor satu (tidak
terselenggara). Skor tertinggi diperoleh oleh jawaban skor dua, yaitu skor
600. Skor jawaban satu memperoleh skor 356, dan diperoleh jumlah skor

sebesar 956. Dimana skor maksimal untuk aspek kewajiban menurut

masyarakat adalah skor 1.968. Sehingga hanya diperoleh persentase
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kurang dari lima puluh persen, yaitu 48,58% atau dengan kategori cukup
efektif.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian, dapat diperoleh kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan bertolak . belakang antara jawaban personil
Satpol PP Kabupaten Kampar dengan jawaban yang diberikan oleh
masyarakat. Perbedaan.yang ‘terjadis cukup signifikan, karena terjadi
perbedaan persentase yang mencolok dan perbedaan kategori penilaian.
Menurut Satpol PP Kampar, kewajiban yang mereka laksanakan sudah
efektif, sedangkan menurut masyarakat apa yang dilakukan Satpol PP
masih cukup efektif. Sedangkan hasil wawancara penelitian dengan
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP.Kampar mengenai
lima aspek terkait kewajiban tersebut, maka diperoleh hasilnya sebagai
berikut:

Saya rasa tidak ada ya, karena yang melanggar itu akan dikenai

sanksi administrasi juga, akan ada sanksi internal juga. Kalau

mungkin ada, tapi itu kembali lagi ke personal anggota satpol PP.

Harapannya personil kami memberikan contoh yang baik. Kalau

satpol PP_melakukan pelanggaran HAM tanpa alasan saya rasa

tidak benar, pasti ada alasan-asalannya. Saya rasa tidak ada,
karena kami menghargai nerma sosial di Kabupaten Kampar ini.

Dibicarakan dengan baik, dijelaskan duduk perkaranya, dan

diputuskan penyelesaiannya (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal

6 Desember 2021)

Dikatakan bahwa personil Satpol PP Kabupaten Kampar tidak ada
melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Mengenai pelanggaran norma agama, personil Satpol PP Kabupaten

Kampar diduga ada melakukan pelanggaran. Namaun disebutkan bahwa

personil Satpol PP Kabupaten Kampar tidak ada melanggar hak asasi
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manusia (HAM). Begitu juga dengan pelanggaran norma sosial lainnya
yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan cara-cara yang ditempuh

satpol PP Kampar dalam membantu menyelesaikan perselisihan warga
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mematuhi peraturan perundangan, norma agama maupun norma sosial.
Namun tidak semua personil Satpol PP Kampar melakukan kekerasan,
tetapi karena adanya sebagian yang melakukan kekerasan, citra Satpol PP

menjadi kurang baik bagi masyarakat.
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3. Wewenang

Wewenang Satpol PP Kabuapten Kampar terkait perlindungan
masyarakat meliputi: (1) Menindak warga masyarakat yang mengganggu

ketertiba enteraman...im %

-
S aneawt
foey

Menindak aparatur

.Qﬁ.

PP terkait
Praja dalam
Masyarakat di

No. Jumlah
1 28
(7,14%) | (100%)
masyarakat
2 | Menindak dengan baik - 23 5 28
aparatur yang (82,14%) | (17,86%) | (100%)
mengganggu ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat
3 | Menindak dengan baik - 23 5 28
badan hukum (ormas, (82,14%) | (17,86%) | (100%)
badan usaha, organisasi
pemerintah/swasta)
yang mengganggu
ketertiban umum dan
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No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
ketenteraman
masyarakat
Jumlah - 72 12
: 12 156
S e
RSITAS ISLY
a@“‘é&' i dgﬁﬁ n_Kampar yang
member j a e waban yang
dib a skor a jawaban satu
(tid man Jawa , skor jawaban
satu : T,?er_ﬁ u _ﬁ_ sil:dr al untuk aspek
wew t ut adal h 2 ingg se 61,90% atau
cukup ef . Sedan at eh hasilnya sebagai
)
beriku EKANBP-RO
Tabel erkait Efektivitas
Po lam Meningkatkan
y syarakat di Kota
i Dintinjau dari  Aspek
We
No. Pertanyaan ten Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
1 | Personil Satpol PP 15 67 82
Kabupaten Kampar (18,29%) | (81,07%) | (100%)

selalu menindak warga
masyarakat yang
mengganggu ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat
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No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
2 | Personil Satpol PP - 20 23 82
Kabupaten Kampar (71,95%) | (28,05%) | (100%)
selalu menindak
apara
t
82
a M ,71%) | (100%)
oni
ad
t
b dan =
r = _‘ _ ®-
hil == =4 i1} 7
r 57 335
ase
gori € tif
Sumb

rakat adalah sama

dengan yang di PP K up efektif. Hanya saja
persentase yang i rendah, yaitu 45,39% atau
dengan kategori cukup e ntase tersebut diperoleh dari jumlah

skor 335 (178 + 157), kemudian dibagi dengan skor maksimal aspek
tersebut (738).

Melalui hasil kuesioner penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa
wewenang yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kampar dalam perlindungan
masyaarkat adalah cukup efektif. Artinya penindakan yang dilakukan oleh

Satpol PP Kabupaten Kampar kepada masyarakat, aparat, dan badan



71

hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
adalah cukup efektif. Kemudian dari hasil wawancara penelitian dengan
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar, diperoleh
bahwa:

Selama masyarakat kooperatif, maka tidak ada tindakan fisik,

tindakan fisik merupakan tindakan akhir setelah tidak ditemuinya

sepakat secara verhal. Menindak sesuai kewenangan kami. Sesuai
kewenangan kami yang diberikan olel Pemda. Kalau keseluruhan
masih cukuplah, masih berproses, kadang sudah baik, tapi ada
sebagian yang masih kurang baik (Hasil Wawancara Penelitian

Tanggal 6 Desember 2021)

Disebutkan bahwa tindakan tindakah-tindakan yang dilakukan
pihak Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menindak warga masyarakat
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman.masyarakat adalah
berupa teguran atau tindakan verbal, dan diakhir dengan tindakan fisik jika
tidak ada titik temus~~Mengenai penindakan aparatur-dilaksanakan sesuali
kewenangannya atau sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah
daerah, begitu juga dengan penindakan badan hukum yang berada di
wilayah kerjanya.

Berdasarkan " hasil . observasi penelitian, diperoleh bahwa
penindakan yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kampar terhadap pelaku
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berbeda
antara masyarakat, aparat, dan badan hukum. Penindakan terhadap

masyarakat cenderung penindakan fisik atau menggunakan cara-cara

kekerasan.
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Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi penelitian,
diperoleh kesimpulan bahwa aspek kewenangan masih kuran terselenggara

sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui masih adanya perlawanan oleh

2

ari #. kewenangan

gsi Satpol PP

Kampar da yarakat di Kota

wRAERANAY
AnRAL UL

Bangkinan lasinya sebagai
berikut.
Tabel V.10: ' Fungsi Satuan
% H Penyelenggaraan
' 1 Ka paten Kampar
V. ey
No. Rate Kategori
1
64,68% | Cukup Efektif
2 | Kewajiban 48,58%
: 87,80% (Cukup | 68,19% | Cukup Efektif
(Efektif) Efektif)
3 | Wewenang 61,90% 45,39% )
Efektif) Efektif)
Rata-rata/Kategori 71,79% 52,55% | 62,17% | Cukup Efektif
(Efektif) (Cukup
Efektif)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
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Diketahui dari Tabel V.10, bahwa persentase jawaban kuesioner penelitian
oleh personil Satpol PP Kabupaten Kampar lebih tinggi dibandingkan persentase

jawaban kuesioner oleh masyarakat. Dimana rata-rata jawaban yang diberikan

personil Satpol PP tif) sementara untuk

‘ ‘ \E‘.‘“ .@a jan tersebut

aspek kewajiban, d 65% c renang. Sehingga
diperoleh rata-ra a keselur : 2,] gan kategori cukup

efektif.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

kekerasan, citra Satpol PP me

g baik bagi masyarakat. Sedangkan
kewenangan masih kuranh terselenggara sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui
masih adanya perlawanan oleh masyarakat dan kekerasan yang dilakukan Satpol

PP sebagai langkah penindakan.

74
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B. Saran
Melalui hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa

saran berikut:

1. Sebaiknya lebih aktif dalam

\““\‘\ .',@‘ akat terkait

VHSTTAS ISL4py o
2. Sel “'p ad / '4{6 PP Kabupaten Kampar

ehingga dapat
3. 3 3 PP Kab :‘ mpat hih- mengutamakan

nembeda-bedakan

hukum yang
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